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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
Nasional pupuk sangat penting untuk meningkatkan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam
penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi
pupuk yang dapat berjalan lancar dan berhasili baik,
sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2016

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pe
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2016;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimalr&;
i

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1
Maluku (Lembaran Negara Tahun 19358 Nomor &0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 16435);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478),

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821},



10.

LT,

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4433), Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Nomor 5073};

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang
perkebunan {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan {Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah Undang-
Undang 10 Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Tabun 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
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Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk bersubsidi Sebagai Barang dalam
Pengawasan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-
DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan penyaluran
Pupuk bersubsidi Untuk Sektor pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P
dan K pada Padi sawah spesifik lokasi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan
pembayaran, dan Pertanggung jawaban Subsidi pupuk
{(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.
140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Gabungan
Kelompok Tani;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan
/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/
KP.150/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pupuk An organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.
210/4/2003 tentang Pedoman pengawasan Pengadaan
peredaran dan Penggunaan pupuk An organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts /
OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formal pupuk An
organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/
OT.160/2/2012 tentang pembentukan Kelompok kerja
perumusan kebijakan pupuk;
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